
BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINS I JA WA TENG AH 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 65 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLMN DANA DESA, ALOK.ASI DANA DESA, BAGI HASIL 
PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI K.ABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

a . bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Desa, 
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, da n Bagi Hasil Retribusi 
Tahun 2021 perlu diatur dengan Peraturan Bu pati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peratu ra n Bu pati tentang 
Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi 
Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi kabupaten Temanggung 
Tahun 2021 ; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) ; 

3 . Undang-Ondang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6570); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539} sebagaimana telah beberapakali diubah 
tpr;i t-"hi.- rlPna;cin P 0 r 0 t11rnn PPmPrint~ h Nnmnr 1 1 u .. . 

Tahun 2019 tenta ng 
Peraturan Pemerintah 

Perubahan Kedua Atas 
Nomor 43 Tahun 2014 

1.enl&ng Peralur&u Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Tnrlnnf'.:;i::i Tahun 2014 Nomor 168) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
Perubahan Kedua Ala~ PeraLuran PernerinLah Nornor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 i6 
Nomor 57); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Tnrlonf'si;:i T;:ihun 2017 Nomor 72' , T;:imh8h8.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 
Tahun 2020 tentang ?engelolaan Keuangan Daerah 
{Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 128); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
2~ T;::i.hun 2020 tent::rng Anggarnn Pencfapatan rhm 
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupalen 
Temanggung Tahun 2020 l'Iomor 25); 

10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang 
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sqsial 
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2013 
Nomor 253). 

11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 
Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 

12. PPr:=itnr::in Menteri Desa, PPmh=mgnn:=in D:=iPrnh 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
202 1 (BeriLa Negctrc:t Republik Indone~ic:t Tahuu 2020 
Nomor 1035); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 
2019 ten tang Pemotongan, Penyetoran, dan 
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala 
Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENT ANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI 
HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN 
TEMANGGUNG TAHUN 2021 

BAB I 

KETENTUAN tJMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
3 . Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung. 
4. Kecamatan adalah \Y/ilay.rah ke.rja Carnat sebagai Peranglcat Daerah I{abupaten .. 
5. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Temanggung. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan rr:asyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kcsatuan Republik Indonesia. 

7. Pc1ncri11tal1 Dcsa adalal1 I{cpala Dcsa dibar1tu perar1gkat dcsa scbagai u11s·ur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten 
Temanggung. 

9. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana 
teknis penyelenggaraan pemerintahan desa. 

10. Badan Permusymvaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 'Nakil 
dari penduduk d esa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah 
lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sebagai 
mitra kerja pemerintah desa dalam memberda:iakan masyrarakat desa, . 
merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan 
pelayanan masyarakat desa. 

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kevvajibari Desa. 

13. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
,,ct,.,laJ.-.. .-on°,.,n" l,rp,ir,-nrra-n t-,-,J.-.., , n,., .... 1 "'"'ill· e-r1'-r.+Lr:,h:--;-r.l r!a"'-rah nr,-nrr r1;c-ct-!1;,,; olr-"h 
(.,l U..l. J.J. J.V J.V<.-t.. J.U... .11t..'-"\..,lCAJ.J.fS J.J. L<...t...l.J..\..,l J.c..-l.J. .t--''--'..L.l. l. J..l. CA.l..l.'-"-J. \.A VJ. J..l. .JCA.l..l.t) ~.1.~ L.....,.__JL-t.J. V.l...l 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. 
16. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari 

/1DQN y...,,...g ,..i;pe_,..u.,.-,t-,,l.,...--,n 1--,...,,..,; T,,c,.,:.r, ua...-,rr r!1' t--rn-,-,s+o...- melr, 1,··1· /iDPn Kai--,,,.,.....,..,;.,,.,..., 
11..l. .LJ.1. CU..J.. U..l .l .lJ.LLI..n..cu. UCLf:,J. LJVVCl .J .1.1.5 \...L l-J.ct..J.J. J.\..,.l .lJ. O..J.U J.l..l. LJJ.J J. UU.JJCl.L\....,J..l 

dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 



17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 
yang diterima Daerah dalam APBD setelah 0 dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

18. Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian penerimaan 
hasil pajak daerah kabupatcn yang diberikan kepada desa. 

19. Bagi Hasil Retribusi yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian penerimaan 
hasil retribusi daerah kabupaten yang diberikan kepada desa. 

20. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

21 ~ Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hid up dan kehidupan 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

22. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya pembinaan dari 
pcmcrintah desa untuk mcningkatkan kincrja lembaga di bawahnya agar dapat 
bekerja sesuai de11ga11 Jrar1g dil-1arapkar1 da11 memba11tu pe111eri11tah dalam 
memajukan desa. 

23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian 
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa 

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJ M 
Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun. 

25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa ada lah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

yang 
selanjutnya disebut Dinpermades adalah organisasi perangkat daerah yang 
membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa. 

27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening 
tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan 
selaku 00ndn"ha-r. TTm,,~1- N=rT'n.,....n u,,,.,..,f-,, 1.- T""\-""': Clo ..,.,..,_r'l~-r'=,,..,.,..,_ry C" . .o.l,,~ .., 1.-., -. c -.,:-:,.-~---,,.,, --- a ,~ 

.LJ\ .. .., O..l.1 J.a. U.lJ. U.l 1 \....,f::,O..J.U .l.lLUn. .l.lJ.\......1.iQ.l.l.l_iJU.1.lf:, V\...,.1Ui U..li J?C1iCl.1ii.1d. .1.1 

negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening 

tempat penyimpanan uang ·daerah yang ditentukan oleh gubernur /bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan. 

00 Rel,.en;ng Vas nes"' ur,-nrr selr:,-,.,;,,t-,.,~,,, r!,c-;-nrrl,r,:,t ovn ar!,,l,,h -=lr,c, -,.,;.,..,,..,. --~.-,-,.--at 
.£., .J • '- :\. . .1. .L.1. .J.l.. i...., c....&. .J c....&..1..15 .1.U.J..J.J \,..,ll....l...L.J U \.....t..1.0.LJ..J.E, 1tr..Ul... .1.'-.1.l..J_J \...LU.. U.J. i Ci~vi.1..1..1.lE, L\...-..t...t.ip ' '-

penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 

30. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan 
yang informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, 
surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, 
yang masing-masing diperbandingan dengan anggarannya dalam satu periode. 

31. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan 
pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marjinal, yang 

be-s1·•at p-~r1ukt1·• r1onga·1 me-~~,ta~~ 1--~~ p 0 ~a•~+~~ .. ~~ M,,~t--.. =•- dan-:::. '-e•~a~~ 1 l, 1 VU 1 U(.,1 1 11 i1f5U 111Cl.h.Cli.L l,.LU 111ClClLCl.L.L .::>UH.LUl,1 y '-'-, L 11 i5Cl 

kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, 
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) DD, ADD, BHP, dan BHR dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 

(2) Tujuan DD: ADD: BHP, dan BHR adalah· 
a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. meningkatkan pelaksanaan pembangu1;an desa; 
c. meningkatkan pembinaan kemasyarakatan; 
d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa; 
e. penanggulangan 1<.emisl(inan;dan 
f. penanggulangan bencana serta mengatasi keadaan darurat. 

BAB III 

PRINSIP PENGELOLAAN 

Pasal3 

(1) Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR merupakan bagian dari pengelolaan 
keuangan desa, yang berpedoman pada prinsip-prinsip: 

a. transparan; 
b. akuntabel; 
C. partisipatif; 
d. ef ektif; dan 
e. efisien. 

(2) Transparan sebagaimana <limaksud pada ayat ( 1) huruf a adalah pnns1p 
keterbukaan yrang memberikan ruang kepada mas3.rarakat untuk mengetal1ui 
dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. 

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(4} Partisipatif sebagaimana G.imal~sud pada ay'at (1) huruf c adalah lceil{.utscrtaan 
dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan; pengendalian, dan pengawasan penggunaan DD; ADD; BHP, dan 
BHR. 

(5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian basil 
program dan kegiatan sesuai dengan target 3rang telah ditetapl(an. 

(6) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e adalah optimalisasi 
penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang 
maksimal. 



BAB IV 

TATA CARA PENGELOLMN 

Pasal 4 

Tata cara pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR Tahun 2021 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Besaran DI?, ADI), BI-IP~ dan 13HR setiap desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan 
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari P~raturan Bupati ini. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
',, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini denga..'1 penempata.."lnya dala..."'!l Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

Diundangkan,w Teman~ng 
pada tanggal Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

HARY AGUNG PRABOWO 

Ditetapkan di limanggung 
pada tanggal Desember 2020 

BUPATI TEMANGGUNG, 

\. 

M. AL KHADZIQ tr 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR .~'. .... 


